
 

  

BERITA NEGARA 
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Cara. Perubahan. 
 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 108 /PMK.05/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

108/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENERUSAN PINJAMAN DALAM 

NEGERI DAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI 

KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, 

dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan 

Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan 

Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha 

Milik Negara dan Pemerintah Daerah; 

  b. bahwa mengingat ketentuan tingkat suku bunga dan 

penatausahaan penerusan pinjaman luar negeri yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a mengacu pada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2015 tentang 

Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan 

Pinjaman Luar Negeri, perlu dilakukan simplifikasi agar 
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pengaturan terkait penerusan pinjaman luar negeri dan 

penerusan pinjaman dalam negeri lebih komprehensif; 

c. bahwa untuk meningkatkan tata kelola penerusan 

pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar 

negeri agar sejalan dengan kebijakan dan dinamika yang 

berkembang, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan 

Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar 

Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah 

Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam 

Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4885); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 

Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5202); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar 

Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 819); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

108/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENERUSAN 

PINJAMAN DALAM NEGERI DAN PENERUSAN PINJAMAN 

LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN 

PEMERINTAH DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan 

Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri 

kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1000), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur 

Sistem Manajemen Investasi melakukan penilaian 

kelayakan pembiayaan PPDN berdasarkan usulan 

yang disampaikan oleh Direktur Utama 

BUMN/Gubernur/Bupati/Walikota. 

(2) Penilaian kelayakan pembiayaan PPDN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mempertimbangkan:  

a. kebutuhan riil pembiayaan;  

b. kemampuan membayar kembali; 

c. batas maksimum kumulatif pinjaman; 

d. kemampuan penyerapan PPDN; 

e. risiko PPDN; 

f. studi kelayakan kegiatan; dan 

g. kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-

perundangan. 
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(3) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur 

Sistem Manajemen Investasi dapat meminta 

pendapat dari konsultan sebagai bahan 

pertimbangan penilaian kelayakan pembiayaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 27 

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur 

Sistem Manajemen Investasi melakukan penilaian 

kelayakan pembiayaan PPLN berdasarkan usulan 

yang disampaikan oleh Direktur Utama 

BUMN/Gubernur/Bupati/Walikota.  

(2) Penilaian kelayakan pembiayaan PPLN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

a. kebutuhan riil pembiayaan; 

b. kemampuan membayar kembali; 

c. batas maksimum kumulatif pinjaman; 

d. kemampuan penyerapan PPLN; 

e. risiko PPLN; 

f. studi kelayakan kegiatan; dan 

g. kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-

perundangan. 

(3) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur 

Sistem Manajemen Investasi dapat meminta 

pendapat dari konsultan sebagai bahan 

pertimbangan penilaian kelayakan pembiayaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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3. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 34 

(1) Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN paling sedikit 

memuat isi pokok sebagai berikut: 

a. sumber PPDN/PPLN;  

b. pagu PPDN/PPLN; 

c. tujuan PPDN/PPLN; 

d. ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang 

digunakan; 

e. persyaratan dan ketentuan PPDN/PPLN yang 

meliputi: 

1) jangka waktu PPDN/PPLN dan jadwal 

pembayaran kembali PPDN/PPLN; 

2) tingkat suku bunga; 

3) biaya manajemen/biaya komitmen; 

dan/atau 

4) biaya lainnya yang ditentukan dalam 

Perjanjian PDN/Perjanjian PLN; 

f. cara dan jangka waktu penarikan PPDN/PPLN; 

g. hak dan kewajiban Pemerintah dan 

BUMN/Pemda; 

h. sanksi terhadap BUMN/Pemda yang gagal 

melaksanakan kewajibannya;  

i. sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH apabila 

Pemda gagal melaksanakan kewajiban 

pembayaran kembali PPDN/PPLN; dan 

j. jaminan atas pinjaman BUMN.  

(2) Seluruh beban pengembalian pokok, bunga 

dan/atau biaya lainnya untuk Perjanjian 

PPDN/Perjanjian PPLN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tidak menimbulkan kewajiban yang harus 

ditanggung oleh Pemerintah.  

(3) Ketentuan dan persyaratan Perjanjian 

PPDN/Perjanjian PPLN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e, mengacu pada ketentuan dan 

www.peraturan.go.id


